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ABSTRAK  

Pemilihan kepala desa merupakan suatu kegiatan politik untuk memilih 
kepala desa yang dilaksanakan setiap kali habis pada masa jabatan kepala desa. 
Salah satu desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, Desa 
Dangga Mangu melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam pelaksanaan 
pemilihan kepala desa tersebut terdapat sebuah pelanggaran pemilihan kepala 
desa, yang juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia, yakni politik uang 
(money politic). Politik uang merupakan tindakan oknum baik itu seseorang atau 
kelompok untuk mendapatkan dukungan suara agar bisa menang di pemilihan 
kepala desa. Tindakan yang dilakukan seperti memberi sesuatu kepada 
masyarakat, yang bentuknya dapat berupa barang ataupun berbentuk uang tunai. 
Penelitian ini melihat praktik politik uang saat pencalonan menjadi calon kepala 
desa, saat masa kampanye, dan saat pemungutan suara. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana praktek money politic (vote buying) 
dalam pemilihan Kepada Desa tahun 2011 di desa Dangga Mangu?”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau cara kerja praktek money politik 
(vote buying) dalam pemilihan kepala desa Dangga Mangu Kecamatan Wewewa 
Timur Kabupaten Sumba Barat Daya pada pemberian suara pilkades 2011. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini berjumlah 18 
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi, 
yakni; observasi, Interview (wawancara), dan Dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik reduksi data, data display, dan penarikan 
kesimpulan. 

Dari hasil penelitian penulis dapat mendiskripsikan sebagai berikut: 
tindakan money politic (vote buying) saat pencalonan calon kepala desa, tidak 
terjadi, akan tetapi secara tidak langsung seorang calon kepala desa yang 
mempunyai uang banyak, melakukan tindakan seperti pada saat kumpul keluarga, 
dan ke tiap-tiap rumah. Tindakan politik uang saat masa kampanye, terjadi, dan 
merupakan hal yang paling sering terjadi karena hampir setiap kampanye atau 
sosialisasi, masyarakat akan diberi sesuatu, baik berupa barang seperti alat tenun 
ikat, atau pun berbentuk uang tunai. Hal ini dilakukan agar nantinya masyarakat 
memilih calon kepala desa saat pemilihan. Tindakan politik uang pada saat 
pemilihan, terjadi, karena saat pemilihan ada saja oknum yang melakukan 
tindakan politik uang, dengan memberi masyarakat sang pemilik suara sejumlah 
uang agar mereka memberikan suara pilihannya kepada calon yang telah memberi 
sejumlah uang. Banyaknya terjadi tindakan politik uang dikarenakan pandangan 
masyarakat yang menganggap sesuatu yang diberikan oleh para calon kepala desa 
dan tim suksesnya adalah hal yang biasa dan adanya masyarakat yang hanya akan 
memilih jika mereka diberi sejumlah uang. Dalam hal ini karena kesejahteraan 
dan pendidikan politik masyarakat yang masih rendah. Dengan adanya peran 
pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, melakukan pendidikan politik 
dan pihak pemerintah daearah dan panitia pemilihan melakukan sosialisasi yang 
sebenarnya kepada masyarakat, dan juga dari calon-calon kepala desa harus ada 
pegesan dari panitia pemilihan, agar tidak menghasilkan para calon kepala desa 
yang hanya mengandalkan uangnya. 

 
Kata Kunci : Money Politic (vote buying), Pemilihan Kepala Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era modern saat ini untuk mendapat sesuatu yang diinginkan banyak 

hal-hal yang dilakukan baik itu halal maupun tidak halal. Sama halnya dalam 

dunia perpolitikan untuk mendapatkan posisi yang strategis banyak sekali 

politikus-politikus menggunakan banyak cara untuk menempati sebuah posisi 

yaitu “kekuasaan“. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi. Demokrasi merupakan suatu 

wujud dari kedaulatan rakyat, karena disinilah rakyat memiliki peranan yang 

sangat penting. Demokrasi adalah kata kunci dalam mewujudkan sistem 

kedaulatan rakyat. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satunya ialah 

ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculnya dengan 

berlandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat. 

Untuk dapat sebuah jabatan tentu saja para Calon Kepala Desa 

haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar mereka bisa 

menduduki jabatan Kepala Desa yang katanya bahwa mereka itu mengatas 

namakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang di 

lakukan oleh para calon Kepala Desa tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-

jalan, memasang poster-poster foto dengan tujuan agar masyarakat mengenal 

mereka. Cara mobilisasi dukungan yaitu money politic dengan cara 

memberikan janji kepada rakyat. Seperti halnya membangun rumah ibadah, 
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dan memperbaiki jalan-jalan rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji 

untuk mengambil hati rakyat agar rakyat memilih mereka. 

Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan ”money 

politic (vote buying)” atau “politik uang” . Caranya ialah mereka memberikan 

sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan 

penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar, 

memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang 

para calon Kepala Desa berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. 

Praktek-praktek yang demikian inilah yang merusak esensi dari demokrasi. 

Desa merupakan cerminan dari Negara, karena desa adalah bagian 

pemerintahan paling kecil dan paling bawah dari Negara. Gambaran 

demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dari demokrasi di tingkat 

desa dimana dalam kehidupan masyarakat desa pengambilan keputusan 

dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sebagai jalan terakhir adalah 

pengambilan suara terbanyak. Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), 

setiap calon kepala desa bersaing secara ketat dan berusaha dengan berbagai 

cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Termasuk dengan 

cara pembagian uang (Money Politic) kepada setiap warga untuk mendapatkan 

simpati. Sutoro Eko, dkk, dalam buku Manufesto Pembaruan Desa 

menjelaskan pengalaman pilkades selama ini penuh dengan paradoks dan 

distorsi yang membuat pilkades tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Lebih 

lanjut ia mengatakan pilkades selalu syarat dengan permainan politik uang 

(money politic) dan bahkan semakin menonjol diera reformasi.  
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Contoh–contoh kasus praktik money politik yang pernah terjadi 

dibeberapa daerah, sebagai berikut: Sewaktu pemilihan kepala daerah oleh 

DPRD politik uang juga mengemuka namun dalam pilkada secara langsung 

semakin meluas, misalnya, 147 warga Kampung Bantar Panjang, Kecamatan 

Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 

dengan pesan agar memilih salah satu pesertapilkada (Kompas, 10 April 

2008). Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, 

kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya 

memengaruhi pilihan masyarakat. Syamsuddin Haris mengatakan bahwa 

partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan 

kemampuan finansial calon yang bersangkutan. Dalam rekrutmen, lebih 

terkesanpara sang calon yang membutuhkan “perahu” partai politik. 

Jakarta - Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 

khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik money 

politic (vote buying). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa 

dengan 1.716 ekpose pemberitaan.Sementara urutan kedua sekitar 18 persen 

media menyorot soal penggelembungan suara dengan 593 berita (ekspose). 18 

persen menyoroti soal pencoblosan ulang dengan 393 berita (ekspose). 9 

Persen menyoroti pelanggaran kode etik dengan 315 berita (ekspose) dan 9 

persen lainnya menyoroti penghitungan ulang dengan 304 berita (ekspose). 

Money politic (vote buying) dalam tingkat desa terjadi dalam 

pemilihan Kepala Desa pada tahun 2011 di Desa Dangga Mangu, yang mana 

pada tahun 2011 peserta calon kepala desa berjumlah empat orang ( 4 orang ). 
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Dari keempat calon ini terdapat satu orang (1 orang) calon Kepala 

Desa Dangga Mangu yang melakukan transaksi money politic (vote buying) 

secara langsung terhadap masyarakat maupun melalui tim sukses yaitu paket 

nomor urut empat ( 4 ) atas nama ( UK ). Berdasarkan yang saya ketahui 

secara langsung bahwa Calon Kepala Desa nomor urut empat memmbagikan 

uang kepada masyarakat sebesar Rp 50.000-Rp 100.000 ( Lima puluh ribu 

rupiah sampai seratus ribu rupiah ) dan diperkuat pula oleh informasi dari 

warga masyarakat dan para Calon Kepala Desa lain, bahwa calon kepala desa 

nomor urut empat membagikan uang maupun membagikan sembako. Tujuan 

dari calon Kepala Desa Dangga Mangu nomor urut empat dalam membagi 

uang ialah agar masyarakat Desa Dangga Mangu tidak memilih atau 

mencoblos calon lain dan yang dicoblos adalah calon yang membagikan uang. 

Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa calon nomor urut 

empat menghabiskan uang untuk dibagikan kepada masyarakat kurang lebih 

Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta ribu rupiah). Ada pula sumber informasi yang 

mengatakan bahwa sumber dana kampaye calon Kepala Desa Dangga Mangu 

nomor urut empat berasal dari Kontraktor dan beberapa CV. 

Hal ini memperkuat bahwa praktik money politic (vote buying) sudah 

merambat pada pemerintahan tingkat paling bawah yakni tingkat desa. 

Pemahaman masyarakat Desa Dangga Mangu terhadap tindakan politik uang ( 

Money Politic ) masih sangat kurang sehingga praktik money politic (vote 

buying) dapat berjalan tanpa adanya kontrol maupun respon dari masyarakat 

itu sendiri. Ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa uang yang 

dibagikan merupakan rejeki ataupun bonus pada masa kampanye.  
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Sudah dijelaskan dalam Undang-undang yang mengatur tentang 

tindakan money politic (vote buying) dalam masa kampanye bisa dikenakan 

pasal pidana. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 

mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) 

huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

kampanye pemilu. 

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana 

kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang 

atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara 

langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, 

dipidana penjara paling lama dua ( 2 ) tahun dan denda paling banyak Rp 

24.000.000 ( dua puluh empat juta rupiah ).Sebenarnya banyak hal yang bisa 

membuktikan terjadinya Praktek Money Politic (vote buying) dalam Pilkades 

yang akan datang, bukan harus melalui pengaduan orang yang menerima uang 

dari si calon. Masyarakat juga bisa untuk memberikan laporan kepada pihak 

berwajib bahwa telah terjadi Money Politic (vote buying).  

Pengertian politik uang adalah semua tindakan yang di sengaja oleh 

seseorang atau kelompokdengan memberi atau menjanjikan uang atau materi 

lainnya kepada seseorang supayamenggunakan hak pilihnya dengan cara 

tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untukmemilih calon tertentu 

atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada 

pihak-pihak tertentu. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas 
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Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, defenisi money politic sangat jelas, yakni 

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Secara umum money 

politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang 

dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic 

(vote buying) sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan 

kekuasaan.  

Ada begitu banyak pola-pola praktek money politic (vote buying) yang 

dijalankan baik itu saat kampanye, serangan fajar maupun door to door. Agar 

praktek politik uang (vote buying) dapat berjalan biasa dibentuk tim 

pemenangan kandidat yang dibagi dalam tiga tim. Pertama, calon kandidat 

kepala desa; kedua, tim sukses formal atau agen yang terorganisir dan 

memiliki finansial; ketiga, tim sukses non formal atau tim yang berkerja 

dilapangan dan kecenderungan tidak memiliki sumber daya karena bekerja 

atas dasar kedekatan ataupun keluarga dari calon kandidat kepala 

desa.Biasanya yang dibagikan berupa uang dan barang ( sembako, kaos, alat 

rumah tangga, atribut maupun sovenir dan lainnya ).Sehingga mempengaruhi 

orang lain untuk menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan hati nurani. 

Dari praktek politik uang (vote buying) akan berdampak pada akan 

terciptanya pemimpin yang menyalah gunakan jabatan dan terlibat kasus 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terciptanya produk perundangan dan 

kebijakan kolutif dan tidak tepat sasaran, mengajarkan masyarakat untuk 

berperilaku curang, mencederai hak demokrasi, terjadi perpecahan antar warga 

masyarakat serta adanya pemikiran masyarakat untuk berbalas budi kepada 

mereka yang membagikan uang. Selain itu money politic (vote buying) bisa 
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terjadi karena masih kurangnya penegakan hukum di Indonesia dan Banwaslu 

masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan di tingkat desa agar berjalan 

sesuai tujuan. Money politic (vote buying) terjadi karena kurangnya edukasi 

politik dari pemerintah, tokoh masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat ( 

LSM ). Disisi lain tingkat pendidikan yang hampir manyoritas masyarakatnya 

masih berpendidikan rendah ( lulusan Sekolah Dasar dan Lulusan Sekolah 

Menengah Pertama ), money politic (vote buying) terjadi karena dipengaruhi 

oleh aspek perekonomian masyarakat yang masih sangat kecil pendapatannya. 

Dari beberapa masalah inilah yang menjadi pengaruh besar adanya tindakan 

money politic (vote buying) itu bisa terjadi dan sampai sekarang tindakan 

money politic (vote buying) semakin berkembang pesat mulai dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah dan sampai pada tingkat desa. 

Dari penjelasan diatas, sehingga mendorong saya untuk melakukan 

penelitian di Desa Dangga Mangu. Dari penelitian ini saya bisa membagi 

informasi terkait dampak dari money politic (vote buying) agar membuka 

wawasan baru masyarakat Desa Dangga Mangu sehingga apabila terjadi pesta 

demokrasi masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani serta proses 

demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana praktek money politic (vote buying) dalam pemilihan 

Kepala Desa tahun 2011 di desa Dangga Mangu? 
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